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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMWEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR     7     TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA MASA TRANSISI 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN SISTEM INFORMASI 

PEMERINTAHAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL. 

 

Menimbang : a. bahwa Informasi Keuangan Daerah pada Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah sampai saat ini belum dapat 

dilaksanakan secara optimal, sehingga diperlukan 

kebijakan penatausahaan keuangan daerah pada masa 

transisi sampai dengan Informasi Keuangan Daerah pada 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat 

dimanfaatkan sebagaimana mestinya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Masa 

Transisi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 

12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah 

Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 8 

Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 14); 
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17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 152); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAUSAHAAN KEUANGAN 

DAERAH PADA MASA TRANSISI PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH DENGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN 

DAERAH. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD 

adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan 

daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung 

untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 

2. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk 

pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi 

dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.  

 

Pasal 2 

(1) Penatausahaan keuangan daerah untuk melaksanakan APBD Tahun 

Anggaran 2021 dilaksanakan secara manual dan/atau menggunakan 

Aplikasi selain SIPD sampai dengan Informasi Keuangan Daerah dalam 

SIPD dapat dilaksanakan sepenuhnya. 

(2) Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah secara manual dan/atau 

menggunakan Aplikasi selain SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi belanja wajib dan menginkat, serta belanja lainnya sepanjang 

tidak dapat ditunda, sampai dengan Informasi Keuangan Daerah dalam 

SIPD dapat dilaksanakan sepenuhnya. 
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Pasal 3 

Pelaksanaan kebijakan penatausahaan keuangan daerah secara manual 

dan/atau menggunakan Aplikasi selain SIPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dikoordinasikan oleh BKAD. 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal    4    Januari 2021 

BUPATI BANTUL, 

 
ttd 

 
SUHARSONO 

 

Diundangkan di Bantul 

pada tanggal     4    Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

ttd 

HELMI JAMHARIS 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 7 

 


